RBNCANA PEMBAN GUNAN JAN GKA MENENGAH DAERAH
*»PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, B .

Menimbang -f-:-bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (3) dan};f e
I _Pasal 264 ayat (4) Undang—Undang Nomor 23 Tahun. 2014 o
' tentang Pemermtahan Daerah sebagaimana telah diubah dua =~ . °
 kali dan terakhir dengan Undang-Undang - Nomor 9 Tahun R
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor =
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu =~
~disusun" Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah'j.’-‘r;‘f_f'
sebagm penjabaran dari visi, misi,  dan program kepala daerah -
' yang memuat  tujuan, sasaran, strategi, arah ‘kebijakan,
pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta-program
perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai |
dengan kerangka pendanaan bers1fat 1nd1kat1f untuk _]angka
-~ waktu 5 (11rna) tahun;: ‘
- bahwa visi, misi, tujuan, sasaran strateg1 dan arah kebx_;akan
“”pembangunan daerah ‘tahun - 2018-2023  perlu -dijabarkan -~
‘sebagai- pedoman bagi Or{,amsasx Perangkat Daerah dalam .~
‘menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana'_;j
Kerja Pemermtah Daerah, juga sebagai pedoman ‘bagi -
Pemerintah . - Daerah Kabupaten/ Kota ‘dalam ~ menyusun
,;-;,_:Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah '
~_bahwa  berdasarkan - pertimbangan sebagalmana d1maksud
“huruf ‘a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Rencana. Pembangunan ‘Jangka Mcnengah‘f;,x_
Daerah Provmm Sulawem Tenggara Tahun 2018 2023




Me%mgal -:'Pasal 18 a}'at (6) Undang Undang Dasar Negara chubhk»

" Indonesia Tahun 1945;

~ tentang Pembentukan Daerah. ngkat I Sulawesi Utara-

- 2687),

:'f:Undang—Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan P
. Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 2. .
~ Tahun 1964 tentang Pembentukan Dacrah Tingkat I Sulawesi = -
"‘{f{Tengah dan Daerah ’I‘mgkat I Sulawem Tenggara, dengan -
mengubah Undang—Undang Nomor 47 Prp- ‘Tahun 1960 -

B Tengah dan Daerah ngkat I Sulawesi Selatan-’l‘enggara*f;”‘vi{
- (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, =~
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor‘;'v;j--!.f’-'

';}v-";‘;‘v;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Slstem

Perencanaan Pembangunan Nas1onal (Lernbaran Negara RS

~ Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor 442 1);

* Republik. Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 'I‘ambahan :

"."”fi:"Undang-Undang ‘Nomor 33 ~ Tahun = 2004 teﬁi:aing RIISY:

- Perimbangan Keuangan - Antara Pernermtah Pusat dan

- Tahun 2004 - Nomor 126, Tambahan Lembaran Negaraﬁ"j‘ﬂ
v_jj,fRepubhk Indonesm Nomor 4437); .
. 'Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentahg Rencana

oao0)

~ Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik- Indonesia =

~ Pembangunan- Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025
_{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, =
" Tambahan Lembdran Negara Repubhk Indone31a Nomor_f_‘;.-'vi':j.‘ o

.~ 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan-*f”

- Nomor 4725);

' Negara Republik Indonesia Nomor 5234),

L B679);,

. Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2007 :
" Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonemav::.fg

*Undang-Undang Nomor 12 'I‘ahun 2011 tentang Pembentukan :,:“ o "Yff-: e
*f}i.«Peraturan Perundang~unddngan (Lembaran Negara chubhk];"- S
- Indonesia Tahun 2011 ‘Nomor 82, Tambahan Lembaran_z;; RN

.~ Undang-Undang - Nomor. Tahun 2014 tentang,: IR
. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indones1a
f’;,'l‘Tahun 2014 - Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara =~ -
- Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah - - -
* beberapa kali terckhir “dengan - ‘Undang-Undang Nomor -9 -

~Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang—Undang- e
- Nomor -23 Tahun 2014 . tentang Pemerintahan Daerah =~ -
,""(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
3;-Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a Nomor T

). Peraturan Pemermtah Nomor 58 Tahun 2005 tentang‘ff-}f:

: ~ Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik . = =

.~ Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran}»";j:;:
. Negara Republik Indonesxa Nomor 4578);-
). Peraturan - Pemerintah ~ Nomor = 26 Tahun 2008 tentang

. “Rencana Tata Ruang W1Iayah ‘Nasional (Lembaran Negara

. Lembaran Negara Repubhk Indonesxa Nomor 4833); -

vﬂ;,Repubhk Indonesia Tahun- 2008 - Nomor 48, Tambahgnv{'

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Ftebntaﬁg”[\’- S

Perangkat Daerah (Lembaran ‘Negara Repubhk Indonc31a SRR

chubhk Indonesxa Nomor 5887)

' Tahun 2016 - Nomor - 114, Tambahan_ Lembaran Negaraﬁ_,': ST



) 3;;

12 Peraturan Pemermtah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata
-~ Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Stategis
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
228, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor
oo 894y, L : '
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana"» '
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
R (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017
~ tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan - Daerah, - Tata Cadra Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah 'I‘entang Rencana Pembangunan Jangka
- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
. Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
N Pembangunan - Jangka . Panjang = Daerah, Rencana -
- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Repubhk Indoncsxa ’I‘ahuni
R - 2017 Nomor 1312); .
S . 15, Peraturan Menteri Dalam’ ‘Negeri Nomor 7. ’I‘ahun 2018
B - tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian  Lingkungan
Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Repubhk Indones1a :
~ Tahun 2018 Nomor 459); -
- 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawe31 Tenggara Nomor 4 Tahun
©~ .2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran
- .Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 4);
- 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
- Daerah  (Lembaran Daerdh Prov1n31 ~ Sulawesi  Tenggara
”'rahun:zme Nomor 13) [

| 2behgan-Perse’1t:ilj'1:ian Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
L , ' dan
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

| MEMUTUSKAN

. Menctapkan PERA’I‘URAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
r © ' JANGKA MENENGAH : DAERAH PROVINSI SULAWESI
© TENGGARA TAHUN 2018-2023 | e

BAB I
KE‘I‘ENTUAN UMUM

' Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagal unsur
- penyelenggara Pemermtahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan’ pemermtahan yang = menjadi
o kewenahgan daerah otonom, ' -



3. Gubernur adalah Gumeur Sulawes1 ’I‘enggara, e
"':-::Pembangunan Daerah Provinsi Sulawe31 Tenggara;

- Tenggara;

" - “Provinsi Sulawesi Tenggara;

4. Badan | Perencanaan . Pembangunan Daerah. - yang;;,}vf';'
selan_;utnya disebut - Bappeda adalah Badan’ Pcrcncanaan';;?‘v;ji’ o

B ?‘.._'.-'EOrgamsasx Perangkat Daerah yang selanjutnya dlsmgkat";f;".V_:vf:",:i"»b’;;}.V'v'
~ - OPD adalah Orgamsasx Perangkat Daerah Prov1n31 Sulawesp---;‘; o o

" 6. Kepala OPD adalah Kepala Orgamsa& Perangkat Daerah:"}’fvff:

7 Rencana Pembangunan Daerah adalah tmdakan masa:': o
v,depan yang tepat, melalul urutan plhhan dengan_]ﬁ T

:"fl},/,{rnemperhltungkan ‘sumber - ‘daya yang. tersedia ‘yang

- Organisasi Perangkat Daerah;

_dengan Tahun 2023; "

_-dilaksanakan oleh semua komponen daerah dalam rangka - P
~_mencapai ' visi, misi dan tujuan ‘yang meliputi Rencana =
~ Pembangunan ~ Jangka  Panjang Daerah, - Rencana - =
-~ Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja . -
~ Pemerintah  Daerah, Rencana Pembangunan 'I‘ahunan i

. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provmm ERSERR
" -Sulawesi | Tenggara ‘Tahun 2018-2023, yang selanjutnyaf.-j-;”, Sk
. disebut . RPJMD Prov1ns1 ‘Sulawesi Tenggara ‘adalah ~
- dokumen’ perencanaan pembangunan ‘daerah ~untuk = .
_“Periode 5 (hma) tahun terhltung sejak 'I‘ahun 2018 sampall_fff--; SRR

9. Rencana :Strategis Pcrangkat Daerah yang selanjutnya BN

. disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah; -

"}-,";'Perangkat Daerah untuk Perlode 1 (satu) tahun,
.:v_f_’_e}‘dnngmkan pada akhir penode perencanaan,

- akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
o - program mdlkatlt' untuk menunjukkan visi dan misi;

" oleh Pemermtah Daerah untuk mencapai tujuan;

" rencana yang ditetapkan; - €

- disingkat - Renstra-PD - ‘adalah dokumen ‘perencanaan o
1_,;v"'.v',’ijrganxsam Perangkat Daerah untuk Penodc 5 (hma) tahun; .~ °
10. Rencana - Kerja = Perangkat Daerah yang selanjutnya S

'_.-:-”Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya d1sebut'-:,- :j: : ‘f'j;}'r"
:.Renja-PD - adalah -dokumen perencanaan Organlsa81 ?.:j»_j:‘; L

. Visi ‘adalah rumusan umum- ‘mengenai - keadaian yang

3. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang:”

g Strategx -adalah langkah langkah berlslkaﬁ' ‘program~ o

15 Kebijakan ' adalah arah dan/atau tindakan yang. d1vamb11} BRRIE

Pengendahan ‘adalah serangkman kegiatan . manajemen
yang - dunaksudkan ‘untuk  menjamin -agar. Ssuatu
. program/ keglatan yang ;- =d1laksanakan sesueu denganljj-.

: ‘Pemantauan’ -adalah - keglatah mengaman perkembangan N

L pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta L

~ timbul untuk dapat diambil tmdakan sedini mungkin;

rencana dan standar AR

 mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan"’_f-._rf;:*

:".,‘:“Evaluas1 .adalah - rangkaian - kegiatan membandmgkan vff'f o S
.- realisasi masukan (input) dan. hasﬁ (outcome) terhadap;': e



o BAB II =
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

’I‘cnggara tahun 2018- 2023 adalah

R iv_selama tahun 2018 2013;

1" dan Wakil Gubernur terplhh

~dalam melaksanakan’ pembangunan sesuai dengan tugas,

. daerah;

».’:'-va.’"I‘enggara, AR

i Peraturan Daerah tentang RPJ MD;

3::}""_-"'pembangIJnan EE NI
~ maupun antar pusat dan daerah

_ pengendalian; -

T :?}i.».fmengoptlmalkan part131pa31 rnasyarakat

C ;eﬁsmn, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;

e Maksud dan 'I‘u_]uan PenYUSUnan RPJMD Prov1n31 Sulawesl-f"
o a };_sebagal pedoman penyusu‘nar; RENSTRA-PD dan RKPD

- sebaga1 tolak : ukur .,; keberhasxlan penyelenggaraanf'i..: "?:-=
pemermtahan ‘daerah di- bawah kepermmpman Gubernur,f-.,;f“fi R

'.".:’sebagaa tolak ukur: pen11a1an keberhasﬂan Kepala OPD"?‘{":]

. fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing .
- dalam upaya mewu_]udkan VISI, m131 dan program kepala‘,:.:‘ SR

»vvv;v‘_;‘_scbagal pedoman seluruh pernangku kepcntmgan dalam
""vmelaksanakan ' pembangunan d1 Provm81 Sulawesrz,’,

‘.:‘fi‘menjadl pedoman DPPD dalam melaksanakan fungsr SRRt I
'_";pengawasan dalam rangka mengendahkan penyelenggaraan SR
v{..,"pemermtahan dan- pembangunan ‘daerah agar sejalan

dengan ‘aspirasi- masyarakat sesuai dcngan prioritas dan’_ L
" sasaran - pfogram pembangunan- yang dxtetapkan dalam"‘ P

. :‘l_mendukung terlaksananya koordmas1 aﬁtar .pelaku

) v..f__fmen_]amm tercxptanya smkromsasx dan smergltas balk
. antar ‘wilayah, antar ruang, antar fung& pemermtah RSP

";"_'menjamm ketertankan da kons1stensx antara BRI B
’ »‘*:..perencanaan, ] pcnganggaran, ,. pelaksanaan o dan

'.":"menjamm tercapamya penggunaan sumber daya secaraj o

,memudahkan momtormg dan evaluas1 terhadap hasﬂ_',;"l‘ S
-~ capaian kmer)a pemermtah daerah ba;\k tahunan maupun. R

fd,llma tahunan et

S 'BABIII o
RUAN G LINGKUP

Pasal 3

- daerah dan program kewilayahan disertai rencana. kerja dalam -

S indikatif untuk dllaksanakan pada penode 2018'2023

| .;","_':~',Ruang hngkup RPJMD rnehputl kebljakan keuangan daerah
" strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program .
- satuan kerja“ perangkat daerah, lintas satuan kexja perangkat .. -

kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersﬂat}f»’ff.




SISTEMATIK.A I SI DAN URAIAN RPJMD

Pasal 4

- (1) sttematnka RPJMD Prov1n81 Sul .
‘ awesi Ten
: 2018 2023 d:susun sebagai benkut 8881‘& Tahun

- BABI - PENDAHULUAN
~ BAB o "GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- BaBm  GAMBARAN KEUANGAN DAERAH |

- BABIV ' PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
j - DAERAH

.v'lv'BAB:V‘. VIS, MIsI, TUJUAN DAN SASARAN

' BABVI STRATEGI ARAH  KEBIJAKAN -DAN

- PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

 BABVI  KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN
» - DANPROGRAM PERANGKAT DAERAH -~

© BABVII - KINERJA pENYELENGGARAAN
G PEMERIN'I‘AI—I DAERAH B
© BABIX  PENUTUP %, .

- (2)Isi dan uraian RPJMD - Provinsi Sulawe51 Tenggara
sebagalmana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
- Lampiran yang merupakan baglan txdak terpxsahkan darz
Peraturan Daerah ini. .

' 'BABV Co ’
' PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD

o Pasal 5

(1) Pengendahan pelaksanaan RPJMD yang telah d1tuangkan
ke dalam Renstra dan Renja PD dilakukan oleh masmg—
‘masing pimpinan OPD; ‘

' (2) Bappeda melaksanakan pengendahan dan ‘evallu;a.m

rerhadap hasﬂ pelaksanaan RPJMD ‘ N

Pasal 6

(1) Kepala OPD melakukan evalua31 kmexja pelaksanaan
RPJMD yang telah dituangkan ke dalam Renstra PD dan
'Renja PD periode sebelumnya; ‘

(2) Kepala Bappeda menyusun evalua31 kmerja pelaksanaan
RPJMD Dberdasarkan hasil cvalua31 Kepala OPD

: sebagalmana din.aksud pada ayat (1);

~ (3) Hasil 'evaluasi sebagaimana dimaksud - pada ayat (2)

“ menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan
tahunan untuk penodc bemkutnya o R



-7.

Evaluasi kinerja diiaksanakah dengan menggunakan indikator
kmeqa yang -.telah ditetapkan dan/atau hasil kajian yang
i lengk‘ap}sesgval dengan‘pergturan perundangan yang berlaku, -
-~ KETENTUAN PENUTUP = -
| D 'Pasal8
. Setelah }: ber@khirnya RPUMD  Provinsi Sulawesi Tetiggafé

’I‘ahun + 2018-2023, . Penyusunan RKPD = Tahun 12024
berpedoman pada Rencana Pembagunan Jangka Panjang
- Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan RPJM Nasional.

o L ”‘i’asal9 S o
~ Peraturan Daerah ini - mulai berlaku pada 'tahggal ’
- diundangkan. : o I

Agar  setiap  orang mengetahuinya, —memerintahkan

’pengundangan’ Peraturan Daerah ini dengan penempatannya.
dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Ter;ggara.l : '

Dxundangkandl Kendari, ,
“pada tanggal J~ - 3= 2019 .

4

Pj. SEKRETARISDAERAH,

Ly BARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2019 NOMOR 4.

- "Ditcitépkan di Kerydari

‘pada tanggal /4 3 ~

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA (11-79/2019)



